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KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
. IBUKOTA JAXARTA
NOMOR 45 Tabun 1992

KETENTUAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH SISTEM PERPIPAAN DALAHM

Menimbang

Menglingat

WILAYAH DAERAH KHUSUZ IRBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

banhwa pelayanan alr 1limbah dengan slstem perplpaan

merupakan saldh satu upaya untuk menanggulangi
pencemaran llingkungan; :

bahwa untukAmenangahl pelayanan alr limbah dlmaksud
butlr a di atag telah didlrlkan Perusahaan Daerah

Pengelolaan Alr Limbah Dac¢rah Khusus Ibukota
Jakarta (PD PAL JAYA) ;

bahwa dalam rangka Penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi FD  PAL JAYA perlu dibakukan Yingkup
pengelolaan-alr llmbah; '
bahwa sebagal landazan pedoman kexja: perusahaan

daerah tersebut d! atas dan dalanm rangka pengelolaan
alr limbah sistem perpipaan.di.wilayah DKI Jakarta,
maka perlu -ditetapkan ketentuan pengelolaan alr
llmbah sistem perplpaan dalam wilayah Dearah
Ibukota Jakarta dengan keputusan
Daerah.

Khusus
Gubernur Kepala

Undang-Undang Gangguan 1926 ($tbl.1926 No.226);

Undang-Undang HNomor 9 Tahun 196Q tentang Pokok-
PoKck Kesehatan;

Undang-Undang Nomor $ Tahun 1962 Jo Undang-Undang
Nomoxr 9 tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah;

Undanq~Undan§ Nomor 1 Tahun 1962 tentang

Hygiene
untuk Usaha-Usaha bagl umum;
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokak -
pokok Pemerintahan ¢l Dnerahj

Undang-lUndang Nomor A Tahun 1981 tentanq. Xetentuan-
ketentuan Fokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

undang-Undang Nomoxr 5 Tahun 1984 teatang Pevindustri
an;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1930 tentang Susunan

Pemerintahan Daerah Khusus I[bukata Negara Republik
Indonesia.Jakarta; .

Peraturan Pemerinktah Naomor 29 Tahun 1985 tentang

Analisls Mengenal .Dampak Llngkungan;

Peraturan Pemerlintah Nomox 14 Tahun 19%87 tentang
Feny=zrahan sebaglan Urusah Pemerintahan Pusat
mengenal Pekerjaan Umum kepada Daexah;:

Peraturan Pemexintah Nomotr 20 Tahun 1990 tentang
Pengendallan Pencemaran Alzx;

Peraturan Mepteri Keseohatan Naomor 173/Menkes/Per/

VII/77 tentanyg  Pengawasan Folusl atas Air dan Badan-
badan Air;

Keputusan Menterl Perindustrian Nomor 20/SK¢/1/1386
tentang Lingkup Tugas Departemen Perindustrian dalam

pengendalian -rencana Industrl terhadap lingkungan
hidup;

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
10 Tahun 1991 tentapg Perusahaan Dasrah Fengelalaan
Alr Limbah Daerah Khuaus lhukota Jakarta;

Keputusan Gubernur Kepala Daerall Khusus, Ibukota
Jakarta Nomor 1346 Tahun . 1988 tentany -Ketentuan

Pengelolaan Alr Limbah dalam wilayah Daerah Khusus
Ibukaota Jakarta;

Keputusan . Gubernur Xepala Daerablr Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 1662 Tahun 1988 tentang.PFeruntukan dan

Baku Mutu al: sungal gerta Paku Mutu air limbah di
OKI Jakarta. '



MEMUTUSK AN

HMenetapkan KET?NTVAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH SLSTEM- RERRIDAAR
© DALAN WILAYAH DAERAH- KHUSUS LBUKOTN JAKARTA.

BAB I
KETENTUAY UNMUY

Pasal 1

Dalam keputuzan ini yang dimaksud dengan

a .

.

H .

Pemuzintah Daerxah adalah Pemgnjntah Raerah Khusus
[bukota Jakarta;

Gutwzrnoy Kﬁpalﬁ..Daerah s adalah  Gubernur Fepala
Dactali.-Khusus Ibukota Jakartay '

Perusahaian Daerah Fengelalaan Alr. Limbah« Dastah
Khuzus Ibukota Jakarta adalall Perusahaan Daerah
yang diberi tugps dan wewenany untuk mengoelah .aiz
limbah dengan wsistem permukaan dalam = wilayah
baerah Khusus Thukota Jakarla yanqg: selanjutnya di
singkat..PD .. PAL Jaya;

Aic limbah adalah zemua cairzan yang dibuanyg tidak
termasuk-alr hujang

Nz Ximbah domestik adalah alw 1imbah
karakteristiknya memepuhi syarat untuk dJdialickan.

secara langsung. ke sistem perpipaan;

Air- 1limbah bukan domestlk -adalah alr.limbah yang
rarakteristiknya belum memenuhi .syarat untuk
dialirkan s2cara langsung ke sLstem'perpipaan;,

Pipa air limbah unum adalah sistem perpipasan aijr
limbali  yang dikelola olch PD PAL. Jaya dari bak

Inspeksi tInsprctian Chamber L ke instalas!

prngelolaan ajir limbah;

Bak lInspecksl (Inspectlon Chamber/IC) uadalah suatu
bak yang terletsk antara pipa persil dan pipa

gedung yang dipergunakan untuk pemeliharaan pipa

perzil sdan pipa air 1imbah umum;
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i. Pipa persil adalah npipa alx Limbah yany
mengalirkan alr limbah dQari rumah/bangunan Ke
slstem perpipaan alr limbah umum;

j. Sistem Gabungan adalah slstem saluran yang @i
pergunakan untuk menqalArkan alr limbah. dan aix
hujan;

k. Penanggung ‘jawab Dbangunan adalah pewmilik/penyewa/
puroranqan/badan hukum yang diberI kuasa atau hak
menempati. atau mengelola bangunan;,

1. Gambungan persil adalah pipa alr limbah yang meng
hubungkan bak "“inspeksl (IC).ke pipa air 1limbah
umum; . i ’

m. Bangunan Inlet "adalah. bangunan yang berfungsi
untuk mengallirkan. air limbah darl saluran dralnase
xe plpa air limbah umum -pada musim kemarau, yang

hertujuan untuk. menguranqi psncemaram di, saluran
drainase tergebut

n., Pelanggan adalah penanggung jawab bangunan yang

telah memenuhi persyaratan sasuait dengan ketcotuan
yang berlaku dan telah mandapatkan penyamhungan
pipa prmbuangan alr 1limbah;

0. Efluen adalah alr keluaran berupa alr limbah Dber
asal dari berbagal aktifltas bangunan.

BAB I1°
PEMBUANGAN AIR LIMBAH DENGAN SISTEM PERPIPAAN:

Pasal 2

~11) Setiap penanggung .jawab hangupan.yang bexada. di.. daerah . yanq

sudah terpasang pipa ajr limbah amum termasuk bangunan bak

inspeksl (Insp ectxon Chambex/I1C), ¥ajib membuang air limbahnya
ke pipa tersebut melalui pipa oambunqan pexsktl.

Ketentuan tersebut pada éyat (1) dilaksanakan. oleh setlap.

pananggung jawab bangunan selambat-lambatnya.dalam waktu
dua bulan- .sesudah pemberitahuan dari. Gubernux Kepala Dasrah
Khusus Ibukota Jakarta cq. PD PAL Jaya.atau sesuai
ijin gubernur kepala daerah,

dengan.
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(2)

{3)

petugas yang ditunjuk berhak mpmasuki per

; j 5 crsll ailr 1limbah
Blaya penyambungan. ke pilpa Dambunqan1 peES )
tersebut .pada pasal 2 ayat (1), dibebankan pada penanggung
jawab bangunan.
Air Limbah darlﬁbanqunan Lﬂrsobut harus memenuhi parsyargtap
kpalitas alr .limbah domestik yang dltetapkan oleh PO PAL
JAYA. :

Air Limbah daxi: bangunan tersebut yang tldak memenul i

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ¢ pasal ini harus’

diolah terlebih .dahulu sebelum mavuk dalam.pipa alrx limbah
umum, ’

BAB III
WEWEHANG PENGURUSAN
Pasal 3

PD PAL JAYA bertugas dan. bettanggunq Jawab dalam pgembanqgunan,

pengoperasian dan pemeliharaan sarana maupun prasarana ailx
limbah yang meliputi

a. Sambungan persil;

b. Jaringan -pipa aix limbah umum dan perlengkapannya;

c. Instalasi pengolahan air limhah;

Dalam melaksanakan ketentuan yang dlmaksud ayat (1) pasal int

s.il pulanggan.

Kerus.akan bak.inspeksi-dan.sambungan parsll yang dlaklbatkan

oleh k2lalaien dan kesengajaan pelanggan menjadl beban
welanggan. -

- BAB 1V
TATA CARA PENYAHBUNGAN kE PIPA AIR LIMBAH UMUM
Pasal 4

Setiap Penanggung Jjawab bangunan sebelum nenyambung- ke . plpa
air limbah .umum disyaratkan

a. Mengajukan permohonan kepada PD  PAL. JAYA sesual
dengan ketentuan, yaitu



- mengisi dan menandatanganl Formullr Pexrmohonan
Pelanggan.

- melampirkan fotokopl
= KTP Pemohon

= Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan yang bex
sangkutan, )

= Gambar skets.jaringén plpa yang dlimahon.

b. Menyediakan lahan untuk penempatan bak Inspeksi/IC
dan sambungan persil sesual kebutuhan;

c. Membangun pipa persil didalam bangunan yang Dber
sangkutan, : }

BAB V
PENGONTROLAN AIR LIMBAH

Pasal 5

Efluen darn lumpur dari instalasl pengolszhan alr limbah yang

dikelola oleh PD PAL Jaya harus memenuhl persyaratan yang
berlaku.

Pasal' 6

Alr  limbah industr!l yang masuk ke pipa aix limbah umum,

harus mendapat pengontrolan darl PD PAL Jaya.

"BAB VI
LARANGAN

Pasal 7

a. Dilarang menyambung ke pipa airx limbah umum tanpa per

setujuan PD PAL Jaya; ; e
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(1)

b. Dilarang membuang sampah- atau benda padat lainnya, zat-
zat wxlmia atau bahan laln ke pipa air limbah umum Yyang
dapat menggajgu dan merusak sarana pipa air limbah umum.

BAB VII

?UNGUTAN
"Pasal 8.
felanggan dikenakan pungutan.atas
a. Jasa pembuangan ailr llmbah;
D. Blaya pcnfambunqan pip5 éi%-limhah.

Pungutan  vyvang diurajkan 3epagalmana dlmaksud pada pasal 8
ayal (1), akan o ditetapkan tarif- . dengan  Meoputusan

Gubernmz KUKID Jakarta., . . s
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: SRR A . .
Cengawasan -terhadap pelaksanaan Reputusan ini Jdilakesanakan
OlﬂﬁVPD‘PAL‘JﬂYAy‘Dirn Bina Kependuduran dan Lingkungan Hidap
DET" “Jakatia,-"Dinas Pekeviaan Umum, Oluss  Kehersihan DRI
Jarkarta dancdnckansl terikod lainnya.
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Falanamay - W Nepunucsan iad, Aikeuakan sankad
- gt Kebenbuan peraturan perundang-undangan yan
hevlaku., '
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. UPENUTUP.
2l pasal.ille
(1) Hal-hal yang belum @iatur:dalam képutusan ini akan dltetap

kan kgmudian.

A

(2) Keputusan ini-mulai-berlaku - -pada tahdgal-dltctapkan. x

% iR
\ "

et o+ v e+ :Ditetapkan dl::i-J-a k ar t a

. B CEmeM, DF Pada tangyal - 10 Januaril 1992

wo e RrGUBERNUR: KEDALA DARRAR KGHUSUSG
% . e \ IBUKQTA TAKAETA,

Cmw .o p
Menteri Dalam Negeri;. N
Wentarl Pekaviaan Umuwm; oo
Heolterl Pevindustrian; .
Manterl Kevehatan; .
Menterd Hegaza ¥LH; s g F
rimpinan DPRG DK Jakarts;,
Raryg Waik il Gubernuw KDKI  Jakerta;
Sehwiicda/As, Sebwilda DXKI "Jakarta;
Febua Bappsds DKL Jdakanta;

Aetuda Tuwilprop DRI Jakatvta;

Paca Kepalta Dizrakloral NKI Jakarobts
Ranwll Deyp., PY ORI, Jakantay
Paza Kepala:Dinas DRI Jakaria;
fara Walilobamadya DKILJakarta;
sekretariat . GERD DKI Sakarts;

Pazta Kepala Ziya BKT Jakarts;
YD/Badan dj - llngRkungan Pewmarintahan DXL Jakarta;
Ffara Camat DRI "Jakactbta;

Para Kepala ®Keluradan DRI Jakarta.
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